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NAMA :  SRI MAULINDA S 
NIM  :  30600112055 
JUDUL : Perempuan Dan Politik Elektoral Di Kabupaten Kepulauan 
Selayar  (Studi Terhadapa Rendanya Keterpilihan Perempuan 
Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Dapil 2 Di Kecamatan 
Benteng, Kecamatan Bontoharu Dan Kecamatan Bontosikuyu. 
   
 
Skripsi ini mengkaji tentang Perempuan Dan Politik Elektoral Di 
Kabupaten Kepulauan Selayar  (Studi Terhadapa Rendanya Keterpilihan Perempuan 
Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Dapil 2 Di Kecamatan Benteng, Kecamatan 
Bontoharu Dan Kecamatan Bontosikuyu. Dengan rumusan masalah pertama faktor 
yang menyebabkan rendahnya keterpilihan perempuan dalam pemilihan legislatif 
tahun 2014 di dapil 2 dan rumusan masalah kedua upaya politisi perempuan dalam 
meningkatkan keterpilihan perempuan pada pemilu berikutnya. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui penyebab rendahnya keterpilihan perempuan pada 
pemilihan legislatif tahun 2014 dan upaya politisi perempuan dalam meningkatkan 
keterpilihan perempuan pada pemilu berikutnya.  
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif.  
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, yaitu penelitian yang 
dilakukan dengan pengamatan langsung kepada subjek penelitian dan wawancara 
secara mendalam dengan menggunakan pedoman wawancara dimana peneliti 
mengadakan tanya jawab langsung dengan beberapa informan terkait pembahasan 
penelitian ini.  
Hasil penelitian menunjukkan penyebab rendahnya keterpilihan perempuan 
pada pemilihan legislatif yaitu Kurangnya kader-kader perempuan dalam parpol 
karena parpol minim memberikan ruang kepada perempuan untuk masuk ke politik, 
kurang aktifnya organisasi perempuan, kurangnya dukungan keluarga, mahalnya 
biaya politik, dan adanya elit politi yang masuk caleg. Upaya yang dapat dilakukan 
politisi perempuan untuk meningkatkan keterpilihan perempuan pada pemilu 
berikutnya yaitu Parpol memberikan ruang kepada perempuan untuk masuk sebagai 
kader parpol. Menghadirkan organisasi perempuan, Mensosialisasikan tentang 












A. Latar Belakang 
Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-
laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu 
terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya 
dibentuk, disosialisasikan, diperkuat, bahkan dikonstruksi secara sosial atau cultural, 
melalui ajaran keagamaan maupun negara. Melalui proses panjang, sosialisasi gender 
tersebut akhirnya dianggap menjadi ketentuan Tuhan seola-olah bersifat biologis 
yang tidak bisa diubah lagi, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan 
dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.
1
 
Islam memandang setiap orang mempunyai derajat yang sama dengan 
sesama manusia pada umumnya, tidak peduli apakah ia laki-laki atau perempuan. 
Meskipun memang tak dapat dipungkiri bahwa antar jenis laki-laki dan perempuan 
ada perbedaan, tetapi perbedaan itu hanya sebatas perbedaan jenis, yang berkaitan 
dengan struktur jasmani, dan berkaitan pula sedikit dengan mental, tetapi tidak 
menyangkut martabat dan derajat kemanusiaan.   
 
 
                                                          




Q.S Al Hujurat /49 : 13  
 َّن
ِ
ا اُوفَراَعَتِل َِلئاََبقَو ابًوُعُش ُْكَُاْنلَعَجَو َْثَهُأَو ٍرَكَذ ْنِم ُْكَُانَْقلَخ َّنَّ
ِ
ا ُساَّنلا َا هيَُّأ َيَ
يرِبَخ ٌيمَِلع َ َّللَّا َّن
ِ
ا ُْكُاَْقثَأ ِ َّللَّا َدْنِع ُْكَُمَرْكَأ ٌ  
Terjemahnya : 
Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-
bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang 
paling mulia diantara kamu disisi Allah swt ialah orang yang paling 




Ayat-ayat al-Quran memberikan kesempatan kepada perempuan untuk        
berkiprah dalam segala bidang keilmuan termasuk bidang politik, tidak ada yang 
membedakan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan bukanlah subordinasi 
terhadap kaum laki-laki. Dalam Q.S at-Taubahh/9 :  71,  
                              
                          
            

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Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka 
(adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh 
(mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, 
menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu 





Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan menempati posisi yang sama 
dengan laki-laki, masing-masing berpartisipasi dalam bidang politik, mengatur urusan 
masyarakat, sebagaimana disebutkan ayat diatas “sebagian menjadi penolong bagi 
yang lain” mereka mempunyai hak seperti laki-laki dalam menyeru kebaikan dan 
mencegah kemungkaran.  
Perempuan ditugaskan untuk terlibat dalam semua kegiatan termasuk  
kegiatan dalam upaya menyelesaikan konflik ditengah masyarakat.  Terdapat juga 
hadist yang mendukung ayat diatas,  
:  ُيرِمَلأَاف ،ِِوتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئ ْ سََمف ٍعاَر ُْكُهُكُ ََى ع ٍعاَر ُلُل َّرلاَو ،،ُْْهَُع ٌلوُئ ْ سَم َوُىَو ٍعاَر ِساَّنلا ََى ع ع ِ ََّ ا 
 ُْهَُع ٌَلَوُئ ْ سَم َِهَِو ِه َِلََوَو اَيِلَْعب ِْتَيب ََى ع ٌةَيِعاَر ُةَأَْرلماَو ،،ُْْهَُع ٌلوُئ ْ سَم َوُىَو ِوِتَْيب ِلْىَأ ٍعاَر ُدْبَعلاَو ،،ْ
 َوُىَو ِهِد ِّي َ س ِلاَم ََى ع  ِوِتَّيِعَر ْنَع ٌلوُئ ْ سَم ُْكُهُكَُو ٍعاَر ُْكُهَُكُف َلاَأ ،ُوْنَع ٌلوُئ ْ سَم»
4
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Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, Diterjemahkan oleh Yayasan 
Penyelenggara Penerjemah Al-Quran, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2010) 
4
Muhammad bin Isma>’i>l Abu> Abdillah al-Bukha>ri> al-Ju’fi>, S}a>hi>h al-Bukha>ri>, Juz III (t.tp: Da>r 




Artinya :  
“Ketahuilah, setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung 
jawab atas apa yang dipimpinnya. Seorang pemimpin yang memimpin 
manusia akan bertanggung jawab atas rakyatnya, seorang laki-laki adalah 
pemimpin atas keluarganya, dan dia bertanggung jawab atas mereka semua, 
seorang wanita juga pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan 
dia bertanggung jawab atas mereka semua” (HR. Muslim.)5 
 
Dari hadist diatas tersirat sebuah tuntutan atas kaum perempuan untuk 
menjadi seorang pemimpin diperlukan belajar dan mengasah diri sehingga dapat 
mempengaruhi lelaki dengan argumentasi yang logis dan ilmiah. Jika kedua hal itu 
bisa diraih, maka perempuan telah memiliki “dua senjata” yang sangat ampuh. 
Pertama, perasaan halus yang dapat menyentuh kalbu, dan kedua argumentasi yang 
menyentuh nalar. Oleh karena itu perempuan mampu memimpin bukan hanya dalam 
keluarga tapi juga dalam masyarakat luas. 
Secara umum dapat disimpulkan bahwa keikutsertaan perempuan dalam 
politik adalah suatu kewajaran, karena prinsip demokrasi memberikan hak kepada 
setiap orang untuk berpolitik dan menjaga serta membela kepribadiannya. Perempuan 
merupakan bagian dari ummat yang mempunyai hak untuk memikul tugas-tugas 
politik sama dengan laki-laki dengan syarat berpegang pada syariat Islam.  
Karena itu ajaran Islam memberikan peluang yang sama secara proporsional 
kepada jenis laki-laki dan perempuan untuk memperoleh hak-hak dan kewajiban yang 
seimbang dalam kehidupannya. Tidak ada jenis yang harus menempati posisi pertama 
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dan kedua, sebab semuanya sama derajat dan martabatnya di hadapan Allah swt. 
Laki-laki dan perempuan memiliki peluang yang sama untuk berprestasi dalam dunia 
kepemimpinan, pendidikan, berbisnis, dan lain-lain, sepanjang tidak mengorbankan 
kodratnya sebagai laki-laki atau perempuan.
6
 
Dalam surah Ali-Imran (3) ayat 195,  
                          
    
Terjemahnya:  
Maka Tuhan mereka memperkenankan permohonannya (dengan 
berfirman): "Sesungguhnya Aku tidak menyia-nyiakan amal orang-orang 
yang beramal di antara kamu, baik laki-laki atau perempuan, (karena) 
sebagian kamu adalah turunan dari sebagian yang lain.  
Maksud ayat diatas bahawa amalan perempuan dan laki-laki tak ada 
kelebihan yang satu dari yang lain tentang penilaian iman dan amalnya. 
Meskipun terdapat perbedaan regional yang berarti, kurangnya perwakilan 
perempuan merupakan kenyataan hidup politik yang berlanjut dinegara modern, 
menghiasi semua jenis tatanan kelembagaan dan budaya. Kenyataan ini merupakan 
salah satu dari sedikit generalisasi yang aman dilakukan terkait dengan posisi 
perempuan. Perempuan mengalami tiga rintangan sosial untuk menjadi pelaku 
politik.  
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Pertama, sumber daya yang diperlukan untuk memasuki politik yang mereka 
miliki lebih lemah. Kedua, bermacam-macam kekangan gaya hidup mengakibatkan 
perempuan mempunyai sedikit waktu untuk politik. Keluarga dan kewajiban-
kewajiban lain yang menuntut perhatian penuh secara khas dijalankan oleh 
perempuan mengurangi waktu mereka untuk kegiatan-kegiatan lain. Ketiga, tugas 
politik dikategorikan sebagai tugas laki-laki, yang menghalangi kaum perempuan 
mengejar karier politik dan juga merintangi rekruitmen mereka yang tampil kedepan.
7
 
Fakta menunujukkan bahwa dalam dunia politik sekarang ini suara 
perempuan tidak banyak diberitakan, baik melalui media massa maupun media 
publikasi lainnya. Peran politik perempuan seakan telah diwakilkan kepada para 
politisi bukan perempuan yang sekarang ini menjadi public figure.
8
 
Memasuki era reformasi ini, merupakan momentum terbaik untuk 
semaksimal mungkin membuat berbagai kebijakan politisi yang menciptakan suasan 
politik elegan, adil, dan demokratis tanpa membedakan laki-laki dan perempuan. 
Pemberdayaan perempuan politik yang sekarang sedang berjalan sering tersandung 
dengan ganjalan atau hambatan, baik yang bersifat internal dalam diri perempuan 
maupun hambatan eksternal, yaitu dari lingakungan tempat perempuan itu berada. 
Dengan demikian, masyarakat perempuan mengetaui hak-hak politiknya 
baik dalam kehidupan sosial maupun politik, sehinggan dalam pemilihan wakil-
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wakilnya nanti, baik di partai politik maupun di lembaga legislatif, memperhatikan 
kepentingan kaumnya sekaligus mampu memberdayakan perempuan. Kondisi 
dinamis seperti ini sangat berarti bagi masa depan perempuan khususnya di partai 
politik sebagai cikal-bakal pemberdayaan perempuan politik. 
9
 
Akan tetapi, dalam praktiknya perempuan masi banyak mengalami 
diskriminasi. Dengan kata lain, kedudukan perempuan secara de jure jauh berbeda 
dengan kedudukan secara de facto.
10
 Seperti halnya di daerah Kabupaten Kepulauan 
Selayar pada pemilihan legislatif tahun 2014 kususnya pada dapil 2 (Kecamatan 
Benteng, Bontoharu, dan Bontosikuyu) keterpilihan perempuan masih sangat kurang 
atau minim. Khususnya masyarakat yang berada di pedesaan yang beranggapan 
bahwa perempuan tugasnya hanyalah pada urusan rumah tangga saja. Sehingga pada 
pemilihan legislatif tersebut keterpilihan perempuan sangat jauh dari harapan atau 
tidak memenuhi kuota yang telah ditetapkan yaitu sekurang-kurangnya 30%.  
Kuota 30% keterwakilan perempuan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 
Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (UUP Parpol). Pasal  2 ayat (2) UU 
Parpol menyatakan bahwa pendirian dan pembentukan partai politik menyertakan 
30% keterwakilan perempuan. Selain  menjadi salah satu syarat dan pertimbangan 
dalam proses rekruitmen yang dilakukan oleh parpol, baik untuk menjadi anggota 
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parpol, bakal calon anggota DPR dan DPRD, bakal calon kepala daerah dan wakil 
kepala daerah, maupun bakal calon presiden dan wakil presiden.   
Penelitian ini akan mengkaji mengenai minimnya keterwakilan perempuan 
di parlemen pada pemilihan legislatif tahun 2014 di daerah pemilihan (dapil) 2 
Kabupaten Kepulauan Selayar. Pada pemilihan ini  jumlah calon legislatif perempuan 
di daerah pemilihan (dapil) 2 yaitu Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, dan 
Kecamatan Bontosikuyu, ada 36 calon legislatif perempuan namun yang terpilih di 
dapil terebut hanya satu dari ke 36 calon legislatif perempuan tersebut.  
Jumlah legislatif yang terpilih untuk keseluruhan daerah pemilihan (dapil) 
adalah 25 orang dan hanya 4 orang caleg perempuan terpilih dari tiga daerah 
pemilihan (dapil). Dari sinilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang 
berjudul “Perempuan Dan Politik Elektoral Di Kab. Kep. Selayar (Studi Terhadap 
Kegagalan Perempuan Dalam Pemilihan Legislatif Tahun 2014 Di Dapil 2). 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok 
permasalahan yang perlu mendapat gambaran yang jelas yaitu:  
1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan rendahnya keterpilihan perempuan 
dalam  pemilihan legislatif tahun 2014 di dapil 2 Kabupaten Kepulauan 
Selayar ? 
2. Bagaimana upaya politisi perempuan meningkatkan keterpilihan perempuan 





C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang 
akurat sesuai dengan permasalahan yang dirumuskan, adapun tujuan penelitian 
sebagai berikut: 
Untuk mengetahui penyebab  rendahnya keterwakilan perempuan dalam  
pemilihan legislatif  tahun 2014 dapil 2  di Kabupaten Kepulauan Selayar dan untuk 
mengetahui  upaya politisi perempuan  dalam meningkatkan keterpilihan  perempuan 
pada pemilu berikutnya di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya pada dapil 2. 
Adapun manfaat penelitian sebagai berikut : 
1) Akedemis 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang 
sangat berarti bagi pengembangan teori ilmu politik, kajian 
gender khususnya partisipasi politik perempuan. 
2) Praktis 
Penelitian ini diharapkan dapat memperjelas penyebab 
rendanya keterwakilan perempuan dalam  pemilihan legislatif 
tahun 2014 dapil 2 di Kab.Kep. Selayar dan  upaya politisi 
perempuan dalam meningkatkan keterpilihan  perempuan pada 
pemilu berikutnya di Kabupaten Kepulauan Selayar khususnya 







A. Tinjauan Pustaka 
Tinjauan pustaka memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan 
dengan penelitian penulis, dengan maksud untuk menghindari duplikasi. Adapun 
penelitian terdahulu tersebut  yaitu : 
Perempuan, Politik dan Parlemen dikota Makassar (studi terhadap 
keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014) Oleh Ririn Ramdani dalam skripsinya 
yang membahas tentang perempuan parlemen yaitu Perempuan, Politik Dan Parlemen 
Dikota Makassar (studi terhadap keterwakilan perempuan pasca pemilu 2014). 
Berdasarkan undang-undang no 12 tahun 2003 pasala 65 ayat 1 tentang setiap partai 
politik dapat mengajukan calon anggota DRP Prov, DPRD Kota di Indoensia dengan 
memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% adanya.
11
 
Pentingnya Keterwakilan Perempuan Dalam Politik Menjelang pemilu 
2014 Oleh Indrastuti dalam jurnalnya yang  membahas  mengenai rendanya kehadiran 
perempuan dalam politik khususnya di parlemen yaitu dengan adanya pemahaman 
primordial (suku, agama, dan kedaerahan). Ada tiga pendapat yang memandang 
mengenai hal ini yaitu (1) Pendapat Konservatif bahwa dalam islam tidak 
memperkenankan perempuan terjun dalam dunia politik. (2) Pendapat Liberal 
Progresif memandang bahwa sejak awal kemunculan islam perempuan 
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diperkenankan konsep keterlibatan perempuan dalam politik. (3) Pendapat Apologetis 
memandang bahwa ada sebagian wilayah yang memperkenankan perempuan dalam 




Hak-hak Plitik perempuan Dalam islam (Analaisis kebijakan pada 
Lembaga Legislatif) Oleh Kusuma Dewi Pratama dalam skripsinya mengenai 
bagaimana hak-hak politik perempuan dalam islam serta hubungannya dengan 
kebijakan legislatif yang ada di Indonesia. Skripsi ini juga membahas mengenai 
bagaimana perempuan dalam politik pada lintas sejarah pra islam, peranan 
perempuan dalam lintas sejarah indoneisa serta pandangan umum tentang tentang 
hak-hak politik perempuan dalam islam. Kemudian kebijakan parlemen terhadap hak-
hak politik perempuan dalam islam dilihat dari latar belakang adanya kebijakan yang 
diberikan kepada permepuan sebagi langka awal menuju kemandirian politik 
perempuan yang selama ini diperbincangkan di berbagai kalangan dan aplikasi 
kebijakan hak-hak politik perempuan.
13
 
Analisis terhadap peran politik perempuan di lembaga Legislatif 
Kabupaten Rembang tahun 2004-2009  Oleh Siti Nuraini dalam skripsinya yang 
membahas tentang minimnya partisipasi perempuan dalam politik di Kabupaten 
Rembang, dilihat dari jumlah anggota legislatif di Kabupaten Rembang yang hanya 
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empat orang dari 45 kursi yang disediakan atau 8,8% dari yang seharusnya 30% 




Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam 
Daftar Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Dan Kota Makassar  Oleh Andi Oriza Rania Putri (B111 09 123) dalam Skripsinya 
yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemenuhan kuota 30% keterwakilan 
perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD 
Kota Makassar dan bagaimana implikasi hukum pelaksanaan ketentuan kuota 30% 
keterwakilan perempuan dalam daftar calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi 
Selatan dan DPRD Kota Makassar.
15
  
Sedangkan penulis disini meneliti tentang rendahnya keterpilihan 
perempuan dalam pemilihan legislatif tahun 2014 dapil 2 di (Kecamatan 
Benteng, Kecamatan Bontoharu, dan Kecamatan Bontosikuyu) Kabupaten 
Kepulauan Selayar, namun yang menjadi calon legislatif perempuan dapat 
dikatakan memenuhi kuota 30% tersebut. 
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B. Kerangka  Teori 
Adapun teori-teori yang terkait dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut : 
1. Teori Gender 
Persoalan gender bukanlah persoalan baru dalam kajian-kajian 
sosial, hokum, keagamaan, maupun yang lainnya. Namun demikian, kajian 
tentang gander masih tetap actual dan menarik, mengingat masih bnayaknya 
masyarakat khususnya Indonesia yang belum memahami persoalan ini dan 
masih banyak terjadi berbagai ketimpangan dalam penerapan gander. 
Gender sering diidentikkan dengan jenis kelamin (seks), padahal 
gender berbeda dengan jenis kelamin. Gender sering juga dipahami sebagai 
pemberian dari tuhan atau kodrat ilahi, padahal gender tidak semata-mata 
demikian. Secara etimologis kata “gender” berasal dari bahasa inggris yang 
berarti „jenis kelamin‟ kata „gender‟ bisa diartikan sebagai „perbedaan yang 
tampak antara laki-laki dan perempuan dalam hal nilai dan perilaku. 
Secara terminologis, gender bisa didefenisikan sebagai harapan-
harapan budaya terhadap laki-laki dan perempuan. defenisi lain tentang 
gender dikemukakan oleh Elaine showalter. Menurutunya, gender adalah 
perbedaan laki-laki dan perempuan dilihat dari konstruksi sosial budaya. 
Gender bisa juga dijadikan sebagai konsep analisis yang dapat digunakan 
untuk menjelaskan sesuatu. Lebih tegas lagi disebut dalam Women‟s Studies 




membedakan peran, perilaku, mentalitas, dan karakteristik emosional antara 
laki-laki dan perempuan yang berkembang dalam masyarakat.  
a. Konsep kesetaraan dan keadilan gender 
Kesetaraan gender kondisi perempuan dan laki-laki menikmati 
status yang setara dan memiliki kondisi yang sama untuk mewujudkan secara 
penuh hak-hak asasi dan potensinya bagi pembangunan disegala bidang 
kehidupan. Defenisi dari USAID yang menyebutkan bahwa “Gender Equality 
(kesetaraan gender memberi kesempatan baik pada perempuan maupun laki-
laki untuk secara setara/sama/sebanding menikmati hak-haknya sebagai 
manusia, secara sosial mempunyai benda-benda, kesempatan, sumber daya 
dan menikmati manfaat dari hasil pembangunan)”.  
b. Keadilan gender 
Suatu kondisi adil untuk perempuan dan laki-laki melalui proses 
budaya dan kebijakan yang menghilangkan hambatan-hambatan yang 
berperan bagi perempuan  dan laki-laki. Defenisi dari USAID menyebutkan 
bahwa “Gender Equality (keadilan gender merupakan suatu proses untuk 
menjadi fair baik pda perempuan maupun laki-laki. Untuk memastikan adanya 
fair, harus tersedia suatu ukuran untuk mengopensasi kerugian secara histori 
maupun sosial yang mencegah perempuan dan laki-laki dari berlakunya suatu 








2. Teori Perwakilan politik 
Secara prinsipil setiap wakil tentulah melihat dirinya sebagai 
mewakili warga Negara yang berada di dalam batas lingkup perwakilan secara 
keseluruhan. Karena itu para wakil disebut wakil rakyat. Akan tetapi secara 
proporsional amatlah sulit melaksanakan pemikiran seperti itu, sebab wakil 
tidak mungkin memberikan perhatian kepada seluruh warga Negara yang 
diwakilinya. Cara yang dimanfaatkan wakil untuk mengimbangkan tingkat 
keterwakilan dengan daerah operasionalisasi hubungan perwakilan politik 
secara memadai, ialah dengan menggunakan metode pemusatan perhatian.  
Sebelum membahas tentang teori ini, ada baiknya kita membahas 
mengenai teori klasik tentang akomodasi yang berkenaan dengan hubungan 
antara wakil dan terwakil, dikenal dengan Teori Mandat. Di dalam teori ini 
pada dasarnya berasumsi bahwa subtansi yang diwakili oleh seorang wakil 
terbatas pada mandat yang disampaikan oleh orang-orang yang memberikan 
mandat.  
Hal demikian mengharuskan segala tindakan, bahkan termasuk 
sikap dan perilaku dari wakil harus senantiasa bersesuaian dengan kehendak 
dari orang-orang yang memberikan mandat. Sesuai dengan perkembangan 
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dari teori mandat ini, berkembang atas dasar asumsi tentang kualitas mandat 
yang menjadi dasar hubungan antara seorang wakil dengan orang-orang yang 
diwakilinya.  
 Beberapa variasi di dalam teori mandat ini terdiri dari : 
1)     Mandat imperatif, berarti bahwa hubungan antara wakil dengan orang 
yang diwakili itu terbatas pada instruksi yang disampaikan oleh orang-orang 
yang mewakilinya itu. Wakil tidak diperbolehkan bertindak melampui mandat 
yang telah diberikan dengan konsekuensi bahwa jika hal itu dilakukan oleh 
wakil, maka hal demikian tidak berada pada hubungan yang benar antara 
wakil dan orang yang memberikan perwakilannya. 
2)     Mandat bebas, yang menyatakan bahwa di dalam kedudukannya sebagai 
seorang wakil maka semua tindakan yang dilakukan dipandang berada pada 
bingkai mandat yang diberikan. Seluruh aspek yang secara logis menjadi 
dasar dari mandat yang diberikan kepada seorang wakil dianggap 
terakomodasikan di dalam mandat yang disampaikan tersebut, dengan 
demikian wakil bebas bertindak sesuai dengan batasan umum yang 
dimandatkan kepada dirinya. 
3)     Mandat representatif, merupakan perkembangan kualitas mandat yang 
bersifat umum. Dalam teori mandat representatif, duduknya seseorang di 
dalam lembaga perwakilan dipandang mewakili keseluruhan kehendak atau 




bahwa seorang wakil memberikan mandat kepada dirinya. Mandat diberikan 
secara umum di dalam sistem tertentu yang kemudian dikenal melalui Pemilu. 
Perkembangan berikutnya di dalam hubungan antara wakil dan orang-orang 
yang diwakili ini berkembang Teori Organ yang beranjak pada kualitas kelembagaan. 
Bahwa pemilihan organ perwakilan menjadikan semua kekuasaan berada pada 
lembaga yang dipilih. Sifat kolektivisme menjadi ciri khas dari teori organ. Teori ini 
dipandang sebagai bentuk yang lebih rasional untuk mengakomodasikan jumlah 
wakil yang sedikit, dibandingkan dengan orang-orang yang diwakili dalam jumlah 
sangat banyak. 
Gambaran sederhana dari teori ini bahwa di dalam negara itu ada berbagai 
organ yang harus berkinerja sesuai dengan fungsi masing-masing. Keberadaan organ 
itu memenuhi persyaratan formal dari eksistensi negara yang mengaruskan adanya 
lembaga perwakilan. Jadi tidak dideskripsikan bagaimana hubungan antara wakil dan 
orang-orang yang diwakili, apakah keterwakilannya sesuai atau tidak dengan subtansi 
yang diinginkan oleh yang memberikan kewenangan. 
Demikian pula pendapat dari Teori Hukum Objektif Leon Duguit, yang 
memberikan analisis tentang bangun lembaga perwakilan sebagai lembaga hukum 
yang berisi tidak saja keberadaan wakil dan orang yang diwakil, tetapi juga aturan-
aturan tentang tentang bagaimana mekanisme perwakilan dan kinerja, daripada wakil 
di dalam memenuhi aspirasi dari orang-orang yang diwakilinya. Semuanya harus 




Atas dasar-dasar mekanisme perwakilan sebagaimana dikemukakan di atas, 
sebenarnya kekuasaan yang ada pada seorang wakil, dan kemudian bergabung pada 
suatu lembaga perwakilan bertumpu pada kewenangan yang diberikan oleh orang-
orang yang memberikan kedudukan. Artinya bahwa keterwakilan seseorang pada 
lembaga perwakilan harus senantiasa mewakili kehendak atau aspirasi dari yang 
diwakili. Sebagai konsekuensinya jika tidak dapat bertindak sesuai dengan kehendak 




3. Teori Komunikasi Politik 
Teori dapat diartikan sebagai sejumlah gagasan yang status dan asalnya 
bervariasi dan dapat dipakai untuk  menjelaskan atau menafsirkan fenomena. 
Sehubungan penjelasan ini, berdasarkan paradigma komunikasi politik yang telah 
dipaparkan, dapat diturunkan beberapa teori dasar dan beberapa model dasar yang 
telah lama dikenal.Teori-teori tersebut juga telah lama di aplikasikan dalam kegiatan 
komunikasi politik. Pada dasarnya teori-teori tersebut berbeda satu dengan yang 
lainnya karena memang bersumber dari perspektif atau paradigma komunikasi yang 
berbeda.  
Komunikasi politik merupakan salah satu dari tujuh fungsi yang dijalankan 
oleh setiap sistem politik. Seperti dikemukakan Almond : 
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“all of the functions perfomed in political system, political socialization dan 
recruitment, interest articulation, interest articulation, interest aggregation, rule 
making, rule application, and rule adjudication, are performed by means of 
communication.” 
 Berarti, semua fungsi (tujuh fungsi) yang dilakukan dalam sistem politik yaitu: 
1.Sosialisasi politik 
2. Perekrutan 
3. Artikulasi interest (artikulasi kepentingan) 
4. Agregasi interest (agregasi kepentingan) 
5. Pembuatan aturan 
6. Aplikasi aturan 
7. Aturan putusan hakim,harus dilakukan melalui komunikasi 
Tulisan Almond menunjukkan bahwa ada kaitan antara fungsi politik dengan 
komunikasi.Fungsi komunikasi politik bukanlah fungsi yang berdiri sendiri. 
Komunikasi politik merupakan proses penyampaian pesan yang terjadi pada saat 
tujuh fungsi lainnya itu dijalankan. Hal ini berarti bahwa fungsi lainnya itu 
dijalankan.Hal ini berarti bahwa fungsi lainnya itu dijalankan.Hal itu berarti bahwa 
komunikasi politik terdapat secara inherent di dalam setiap fungsi system 
politik.Pendapat para ilmuwan politik (dalam hal ini adalah ilmuwan politik beha-
vioralis) agak berbeda dengan pandangan ilmuwan komunikasi dalam komunikasi 




Apabila ilmuwan komunikasi lebih banyak membahas perencanaan media 
massa dalam komunikasi politik (dengan sedikit perhatian pada komunikasi 
antarpribadi), para ilmuwan politik mengartikan komunikasi politik sebagai proses 
komunikasi yang melibatkan pesan politik dan aktor politik dalam setiap kegiatan 
kemasyarakatan. Ilmuwan komunikasi menilai saluran komunikasi dalam bentuk 
media massa dan saluran tatap muka memainkan peranan yang sama pentingnya. 
Telah dijelaskan, fungsi komunikasi politik dapat ditemukan didalam fungsi-
fungsi lainnya.Walaupun komunikasi politik mempunyai ciri-ciri seperti itu, tidaklah 
berarti bahwa komunikasi politik kecil peranannya justru sebaliknya. Alasannya, 
komunikasi politik merupakan proses yang menentukan keberhasilan fungsi-fungsi 
lainnya, sedangkan keberhasilan penyampaian pesan dalam setiap fungsi itu 
mentukan keberhasilan pelaksanaan fungsi bersangkutan. 
Artikulasi kepentingan (fungsi keempat dari sistem politik) umpamanya, 
sangat tergantung pada komunikasi politik.Tanpa adanya komunikasi politik, 
artikulasi kepentingan adalah benda mati, karena artikulasi itu sendiri tidak 
ada.Menurut almond, artikulasi kepentingan dijalankan oleh organisasi politik dalam 
bentuk penyampaian kepentingan yang terdapat di dalam masyarakat kepada 
penguasa politik (pemerintah). Proses komunikasinya terletak pada “penyampain”. 








C. Gambaran Umum Lokasi Penelitian  
a. Kabupaten Kepulauan Selayar 
Pulau Selayar adalah sebuah pulau yang terletak di Kabupaten Kepulauan 
Selayar, Sulawesi Selatan, Indonesia. Di pulau ini terdapat ibu kota Kabupaten 
Kepulauan Selayar yaitu Kota Benteng dan beberapa Kecamatan antara lain 
Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan Bontomanai, Kecamatan 
Bontomatene, Kecamatan Bontosikuyu dan Kecamatan Buki. Sarana transportasi dari 
luar yang paling dekat adalah Pelabuhan penyeberangan Pamatata yang terletak di 
desa Pamatata, kecamatan Bontomatene, Kabupaten Kepulauan Selayar. Bandar 
udara terdekat dan satu-satunya yang ada di pulau Selayar adalah Bandar Udara H. 
Aroeppala terletak di dusun Padang, desa Bontosunggu, kecamatan Bontoharu, 
Kabupaten Kepulauan Selayar.  
Pulau Selayar merupakan salah satu pulau yang terpisah dari daratan 
Sulawesi Selatan dengan luas sekitar 2000 km2 yang membentang dari utara ke 
selatan antara Pulau Sulawesi dan Pulau Takabonerate dengan titik koordinat 
6°5′48,7″LU 120°30′16,86″BT / 6,08333°LS 120,5°BT.19 
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b. Kecamatan Benteng  
1.  Gambaran Umum Kecamatan Benteng 
Kecamatan Benteng dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah kabupaten 
Selayar Nomor 5 Tahun 2006. Luas wilayah Kecamatan Benteng kurang lebih 712. 
Ha/ 7,12 Km
2
 dengan jumlah penduduk saat ini tercatat 23.504 jiwa. Secara 
administratif Kecamatan Benteng dibagi menjadi tiga Kelurahan masing-masing : 
a. Kelurahan Benteng terbagi menjadi tujuh lingkungan yaitu: 
1.  Lingkungan Tanadoang 
2. Lingkungan Tanadoang Timur 
3. Lingkungan Pasanggarahan 
4. Lingkungan Pasanggaran Timur 
5. Lingkungan Lango-lango 
6. Lingkungan Bua – Bua 
7. Lingkungan Lango – lango Barat 
b. Kelurahan Benteng Utara terbagi menjadi lima lingkungan yaitu: 
1. Lingkungan  Bonea 
2. Lingkungan Bonea Utara 
3. Lingkungan Bonea Selatan 
4. Lingkungan Bua-Bua Timur 





c. Kelurahan Benteng Selatan terbagi menjadi enam lingkungan yaitu : 
1. Lingkungan Bonehalang 
2. Lingkunan Bontopanappasa 
3. Lingkungan Panggilian Utara 
4. Lingkungan Panggilian Selatan 
5. Lingkungan Balang Hibung 
6. Lingkungan Bonehalang Selatan 
Sedangkan luas wilayah dan jumlah penduduk di masing masing Kelurahan 
dapat dijelaskan sebagai berikut : 
a. Kelurahan Benteng, luas wilayah 194 Ha, dengan jumlah penduduk 
10.692 jiwa terdiri dari 3.149 KK 
b. Kelurahan Benteng Utara, luas wilayah 318 Ha, dengan jumlah 
penduduk 5.359 jiwa terdiri dari 1.568 KK 
c. Kelurahan Benteng Selatan, luas wilayah 200 Ha, luas wilayah dengan 
jumlah penduduk 7.453 jiwa terdiri dari 2.110 KK 
Jumlah penduduk Kecamatan Benteng per 31 Desember 2014 adalah 



























2. Visi Dan Misi 
Visi dan misi merupakan mata rantai yang sangat berkaitan dalam 
membangun rangka dalam menuju tercapainya kesejahteraan rakyat. 
Kabupaten Kepulauan Selayar telah membangun sebuah visi dan misi yang 
mengedepankan dua sektor andalan yaitu sektor perikanan/kelautan dan pariwisata. 
Kebijakan penetapan prioritas berakar pada dukungan sumber potensi yang dominan, 





Berpijak dari kebijakan tersebut maka Kecamatan mejadi bagian tak 
terpisahkan dari koridor orintasi, visi dan misi, dan program Kabupaten sebagaimana 
tertuang dalam Propeda dan Renstra Kabupaten Kepulauan Selayar. Dalam rangka 
mendukung visi dan misi Kabupaten, maka Kecamatan Benteng telah pula 
menetapkan visi dan misi sebagai pedoman dalam rangka menentukan langkah dan 
arah pembangunan yang ingin dicapai dan diwujudkan demi kesejahteraan rakyat. 
Adapun rumusan visi dan misi Kecamatan Benteng yang telah ditetapkan 
dinyataka sebagai berikut : 
Pernyataan visi : 
 “Menjadi Wilayah Adminstrasi Terdepan”  
Pernyataan misi : 
Untuk mewujudkan visi yang ditetapkan, harus ditunjang oleh misi yang 
jelas. Misi merupakan yang menetapkan tujuan organisasi dan sasaran yang ingin 
dicapai dalam kurun waktu tertentu. 
Berdasarkan visi dan tugas pokok Kecamatan Benteng, maka dirumuskan 
misi sebagai berikut : 
a. Menciptakan prosedur pelayanan yang efisien dan efektif demi 
kepuasan masyarakat; 
b. Terciptanya sistem koordinasi yang baik, guna mewujudkan sikap 





c. Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka peningkatan kualitas 
dan kesejahteraan hidup masyarakat; 
d. Membangun sistem koordinasi yang mantap demi terciptanya kawasan 
kota yang berwawasan lingkungan; 
e. Terwujudnya sistem koordinasi yang mantap antara pimpinan dan staf 
dan staf antar unit kerja dan stakeholders. 
Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan diharapkan Kecamatan 
Benteng akan dapat eksis dan adaktif dalamrangka menjawab tuntutan perkembangan 
lingkungan strategis yang semakin cepat dan mengglobal. Melalui penetapan 
kebijakan program dan kegiatan yang partisipatif dan berkelanjutan demi tercapainya 
tujuan dan sasaran yang ditetapkan. 
3. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi 
1) Kedudukan 
Kedudukan Kecamatan Benteng sebagaimana dimaksudkan dalam 
Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan 
Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub. Bagian dan Seksi pada Kecamatan 
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah sebagai unsur pelaksana Pemerintah  Daerah di 
Kecamatan, yang dipimpin seorang Camat yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah, dengan tugas dan fungsi sebagai 
berikut: 




Kecamatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah di Kecamatan di bidang tugas Pemerintahan Umum serta tugas 
lain yang dilimpahkan oleh Bupati. Tugas Pemerintahan dimaksud meliputi : 
a. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat; 
b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan 
ketertiban umum; 
c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan 
Perundang-undangan; 
d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasiltas pelayanan 
umum; 
e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintah di 
Tingkat Kecamatan; 
f. Mengkoordinasikan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan/atau 
Kelurahan; 
g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup 
tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintah 
Desa/Kelurahan; 
h. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati berdasarkan pendelegasian 







3. Fungsi  
Sesuai dengan tugas pokok tersebut diatas, maka Kecamatan mempunyai 
fungsi : 
a. Perumusan kebijakan teknis di Kecamatan; 
b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah ke 
Kecamatan. 
4. Pemerintahan Dan Politik 
a. Pemerintahan 
Kecamatan Benteng terdiri atas 3 (tiga) Kelurahan atau dengan kata lain 
dalam melaksanakan tugas pemerintahan seorang Camat Benteng dibantu oleh 3 
(tiga) Kepala Kelurahan dalam lingkup wilayah administrasi pemerintahan terkecil. 
Selain itu juga terdapat 33 (Tiga Puluh Tiga) RW (Rukun Warga) dan 72 (Tujuh 
Puluh Dua) RT (Rukun Tetangga). Kelurahan Benteng merupakan Kelurahan yang 
mempunyai RT paling banyak yaitu 34 (Tiga Puluh Empat) RT dengan 12 (Dua 
Belas) RW. 
b. Politik 
Partisipasi Politik Masyarakat Benteng dapat dikatakan cukup tinggi, hal 
ini dapat terlihat dari tingginya presentase wajib pilih yang meggunakan hak pilihnya 



















































J u m l a h 6815 7911 14726 
Sumber : Dok. Kecamatan Benteng 
Dapat disimpulkan dari tabel jumlah pemilih dalam pemilihan legislatif di 
Kelurahan Benteng memiliki jumlah pemilih terbanyak yaitu berjumlah 7489 dan 
Kelurahan Benteng Utara memiliki jumlah pemilih yang paling sedikit yaitu 
berjumlah 3183.  
Tabel I.II 






















































J u m l a h 
 
34 6815 7911 14726 
Sumber : Dok. Kecamatan Benteng 
Jumlah TPS terbanyak pada pemilihan legislatif tahun 2014 ialah di 
Kelurahan Benteng dengan jumlah wajib pilih sebanyak 7489. 
Tabel I.III  



















Pemilu Presiden 2014 
 



































Gubernur & Wakil 
Gubernur 
 
Pemilihan Bupati / 































J u m l a h 
 
24994 30473 55467 42958 
 
Sumber : Dok. Kecamatan Benteng  
Pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur jumlah wajib pilih yang 
menggunakan hak pilihnya mencapai 100%. Berbeda pada pemilihan-pemilihan 





















































































































Sumber : Dok. Kecamatan Benteng 
Data di atas menunjukkan bahwa pada pemilihan umum legislatif periode 




jumlah perempuan 1 orang pada dapil 2. Jadi jumlah keseluruhan anggota DPRD 





c. Kecamatan Bontoharu 
1. Gambaran Umum Kecamatan Bontoharu 
a. Batas Dan Luas Wilayah 
Kecamatan Bontoharu merupakan Kecamatan yang memiliki 8 desa / 
Kelurahan, 5 desa/kelurahan berada di wilayah daratan Selayar sedangkan 3 desa 
lainnya berada di wilayah Kepulauan yaitu Pulau Gusung. Dari 8 desa tersebut, 2 
diantaranya merupakan Kelurahan  namun belum berstatus kota yaitu Kelurahan 
Putabangun dan Kelurahan Bontobangun dimana Kelurahan Bontobangun adalah 
ibukota Kecamatan ini yang berkedudukan di Matalalang dengan luas Wilayah 
Kecamatan tercatat  129, 75 KM
2
.  
Sebelah Utara Kecamatan ini berbatasan dengan Kecamatan Bontomanai 
sedangkan sebelah selatan berbatasan dengan kecamatan Bontosikuyu, sebelah timur 
berbatasan dengan Laut Flores dan sebelah barat berbatasan dengan selat Makassar. 
Tabel I.V 




Luas ( Ha) 
1 Utara : Kecamatan Bontomanai 129,75 
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Selatan : Kecamatan Bontosikuyu 
 
3 
Barat : Selat Makassar 
 
4 
Timur : Laut Flores 
 
Sumber : BPS Kec. Bt.Haru Dalam Angka 2014 
Tabel diatas menunjukkan batas dan luas wilayah Kecamatan Bontoharu yang 
luasnya 129,75 Ha.  
Gambar I.II 





b. Penduduk  
Jumlah penduduk Kecamatan Bontoharu tercatat 13.671 jiwa yang terdiri 
dari 6.689 Laki –laki dan 6.982 perempuan. Dengan luas wilayah 129,75 km². Secara 
umum jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk 
laki-laki. Namun ada satu desa yaitu Desa Bontolebang dimana jumlah penduduk 
Laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. 
 
Tabel I.VI 
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bontoharu 
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2015 
No 




1 Bontobangun 2.244 
2 Putabangun 1.940 
3 Kalepadang 1.692 
4 Bontotangnga 1.538 
5 Bontosunggu 1.771 
6 Bontoborusu 1.596 
7 Kahu – kahu 1.958 
8 Bontolebang 954 
 Jumlah 13.671 




Wilayah yang memiliki kepadatan penduduk paling besar yaitu Kelurahan 
Bontobangun yang mencapai 2.244 jiwa dan desa Bontolebang mengingat luas 
wilayahnya yang kecil 3,31 km² dan jumlah penduduknya hanya 954 jiwa.  
2. Visi Dan Misi Kecamatan Bontoharu  
a. Visi 
Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimiliki serta 
kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Bontoharu 
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah: ”Mewujudkan Kecamatan Bontoharu yang 
sukses dalam Pelayanan”. 
Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan 
Bontoharu sebagai lembaga yang berkompeten dalam pelayanan prima dan 
profesional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan 
yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan 
transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten 
Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius. 
b. Misi 
Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam 
rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan 
Yang Maju, Sejahtera dan Religius, yaitu: 
1) Menciptakan prosedur pelayanan efisien dan efektif demi 
kepuasan masyarakat. 




3) sikap sensitive dan responsive terhadap penanganan 
ketenteraman dan ketertiban umum. 
4) Peningkatan Sumber Daya Manusia dalam rangka meningkatkan 
kualitas dan kesejahteraan hidup masyarakat. 
5) Membangun system  koordinasi yang mantap demi terciptanya 
pembangunan yang berwawasan lingkungan. 
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan  
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 
2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan 
Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar yang merupakan hasil 
penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan dan 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.  
a. Tugas Pokok Kecamatan 
Sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan 
masyarakat, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. 
b. Fungsi Kecamatan 
1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan program 
kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 
Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; 
2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data 
dibidang Pemerintahan, ketenteraman dan Ketertiban Umum, 




3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, ketenteraman dan Ketertiban 
Umum, pembangunan, pengembangan ekonomi dan kesejahteraan 
sosial;  
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah 
lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan 
pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;  
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;  
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi 
Desa dan Kelurahan;  
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan 
dan keuangan;  
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan di 
bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 
Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 
sesuai dengan kewenangannya;  
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;  
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait 
dengan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;  
11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian 




4. Pemerintahan Dan Politik 
a. Pemerintahan 
Kecamatan Bontoharu adalah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan 
Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kecamatan di 
Kabupaten Selayar. Secara administratif Kecamatan Bontoharu dibagi menjadi 8 
(delapan) Desa yang terdiri dari 5 desa / Kelurahan daratan ( Kelurahan 
Bontobangun, Kelurahan Putabangun, Desa Kalepadang, Desa Bontotangnga, Desa 
Bontosunggu ) dan 3 Desa Kepulauan ( Desa Bontoborusu, Desa Kahu – Kahu, dan 




Jumlah Partai Politik Peserta Pemilu Legislatif  
di Kecamatan Bontoharu Tahun 2014 
 
No Nama Partai Politik Kantor Kegiatan Ruang  Lingkup Kegiatan 
1 NASDEM 1 Politik Kecamatan 
2 PKB 1 Politik Kecamatan 
3 PKS 1 Politik Kecamatan 
4 PDIP 1 Politik Kecamatan 
5 GOLKAR 1 Politik Kecamatan 
6 GERINDRA 1 Politik Kecamatan 
7 DEMOKRAT 1 Politik Kecamatan 
8 PAN 1 Politik Kecamatan 





10 HANURA 1 Politik Kecamatan 
11 PBB 1 Politik Kecamatan 
12 PKPI 1 Politik Kecamatan 
Jumlah 12   
Sumber : KPU Kab. Kep. Selayar 
Dilihat pada tabel diatas menyatakan bahwa jumlah partai politik yang ikut 
menjadi peserta pemilu legislatif di Kecamatan Bontoharu Tahun 2014 yaitu ada 12 
partai . 
Tabel I.VIII 
Jumlah Anggota DPRD Perwakilan Wilayah 
Kecamatan Bontoharu Tahun 2009-2014 































 Jumlah 5 1 6 
Sumber : Dok Kecamatan Bontoharu  
Pada tabel diatas menyatakan bahwa  jumlah anggota DPRD Perwakilan 
untuk wilayah Kecamatan Bontoharu hanya 1 perempuan yang terpilih yaitu pada 
 
 
partai Amanat Nasional dan partai yang lainnya yang terpilih adalah laki-laki. Pada 
PAN tidak ada perwakilan laki-laki yang terpilih.
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d. Kecamatan Bontosikuyu 
1) Gambaran Umum Kecamatan Bontosikuyu 
a. Batas dan Luas wilayah 
Kecamatan Bontosikuyu yang berada pada arah selatan Kabupaten 
Kepulauan Selayar dan merupakan kecamatan yang terluas wilayahnya diantara 
semua Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar dengan nama Ibukota 
Pariangan berkedudukan di Desa Harapan. Kondisi topografi Kecamatan 
Bontosikuyu sebagian besar terdiri dari perbukitan untuk wilayah bagian timur dan 
wilayah bagian barat sebagian datar dan sebagian perbukitan dengan luas Wilayah 
Kecamatan tercatat  199,11 Ha.  
Wilayah Administratif Pemerintahan Kecamatan Bontosikuyu terbagi atas 
12 (Dua Belas) wilayah Desa dan terdiri dari Desa Daratan (Desa Patilereng, Desa 
Patikarya, Desa Harapan, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Binanga Sombaiya, 
Desa Lantibongan, Desa Lowa dan Desa Appatanah) dan Desa Kepulauan (Desa 
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Batas dan Luas Wilayah Kecamatan Bontosikuyu 
 
No Batas Wilayah Luas ( Ha) 
1 Utara  :  Kecamatan Bontoharu 
199,11 
2 Selatan  :  Kecamatan Pasimasunggu 
3 Barat  :  Laut Flores 
4 Timur  :  Kecamatan Taka Bonerate 
Sumber : Dok Kecamatan Bontosikuyu 
Tabel diatas menunjukkan batas dan luas wilayah kecamatan Bontosaikuyu  
dengan luas 199,11 Ha.  
b. Penduduk  
Kantor Kecamatan Bontosikuyu sebagai pusat pelayanan pemerintahan, 
Perekonomian/Perdagangan, Informasi dan kegiatan sosial politik oleh karena itu 
aktivitas penduduk cukup tinggi diantara semua kecamatan yang ada di Kabupaten 
Kepulauan Selayar untuk tahun 2015. Kecamatan Bontosikuyu memiliki penduduk 
15.089 jiwa. 
 Tabel I.X  
Perkembangan Jumlah Penduduk di Kecamatan Bontosikuyu 
dirinci menurut tiap Desa Tahun 2015 
No. Nama  Desa 
Tahun 
2013 2014 2015 




2. Tambolongan 1.254 1.255 1250 
3. Appatanah 763 763 768 
4. Lowa 1.297 1.295 1309 
5. Lantibongan 1.341 1.341 1237 
6. Binanga Sombaiya  1.422 1.421 1417 
7. Laiyolo 1.350 1.345 1339 
8. Laiyolo Baru 1.015 1.016 992 
9. Harapan 2.648 2.648 2661 
10. Patikarya 1.469 1.469 1452 
11. Patilereng 1.002 1.002 1005 
12. Bahuluang 320 320 309 
 Jumlah 15.231 15.223 15.089 
Sumber : Dok. Kecamatan Bontosikuyu 
Perkembangan jumlah penduduk di Kecamatan Bontosikuyu dari tahun 2013 
hingga tahun 2015 tidak mengalami peningkatan.  Hanya dua desa pada tahun 2015 
yang mengalami peningkatan yaitu desa Appatanah dan desa Lowa.  
 
Tabel I.XI 
Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Kecamatan Bontosikuyu 





1. Polassi 661 689 1.350 




3. Appatanah 371 397 763 
4. Lowa 620 689 1.295 
5. Lantibongan 604 633 1.341 
6. Binanga Sombaiya  694 723 1.421 
7. Laiyolo 663 676 1.345 
8. Laiyolo Baru 496 496 1.016 
9. Harapan 1289 1372 2.649 
10. Patikarya 712 740 1.466 
11. Patilereng 477 528 1.002 
12. Bahuluang 150 159 320 
 Jumlah 7.328 7.761 15.223 
Sumber : Dok. Kecamatan Bontosikuyu 
Jumlah penduduk di kecamatan Bontosikuyu lebih besar jumlah perempuan 
dibandingkan laki-laki. Desa Harapan adalah desa yang jumlah penduduknya 
terbanyak diantara beberapa desa di kecamatan Bontosikuyu karena desa harapan 
merupakan ibu kota kecamatan Bontosikuyu.  
 
Gambar I.III 











    Sumber : Dok Kecamatan Bontosikuyu 
2) Visi Dan Misi Kecamatan Bontosikuyu  
a. Visi 
Dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi yang dimilki serta 
kondisi dan proyeksi yang diinginkan ke depan, maka visi Kecamatan Bontosikuyu 
Kabupaten Kepulauan Selayar adalah: ”Mewujudkan Penyelenggaraan 
Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Umum Masyarakat yang Berkualitas” 
Pernyataan visi diatas dimaksudkan untuk menjadikan Kantor Kecamatan 
Bontosikuyu sebagai lembaga yang berkopeten dalam pelayanan prima dan 
professional kepada masyarakat dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan 
yang berlaku sesuai dengan tuntutan global dalam melayani masyarakat dengan 
transparan, akuntabel dan partisipatif untuk mendukung terwujudnya Kabupaten 
Kepulauan Yang Maju, Sejahtera dan Religius. 
b. Misi 
Untuk mencapai Visi maka ada beberapa Misi yang harus dicapai dalam 
rangka mewujudkan Kabupaten Kepulauan Selayar Sebagai Kabupaten Kepulauan 
Yang Maju, Sejahtera dan Religius, yaitu: 
1. Meningkatkan profesionalisme aparatur dan peningkatan dan 
peningkatan pelayanan umum masyarakat tingkat desa dan 




2. Mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang 
berkualitas dalam urusan pelayanan Administrasi Kependudukan 
dan Kesehatan Masyarakat. 
3. Mewujudkan penegakan Peraturan Daerah (PERDA) dan 
Pembinaan Kesatuan Bangsa. 
4. Menciptakan sistem koordinasi kerukunan ummat beragama di 
Wilayah Kecamatan Bontosikuyu. 
3) Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan  
Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 29 Tahun 
2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi, Camat, Sekretaris, Sub Bagian dan 
Seksi pada Kecamatan dalam wilayah Kabupaten Selayar Kabupaten yang merupakan 
hasil penjabaran dari Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan 
dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.  
a. Tugas Pokok Kecamatan 
Sebagai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan 
masyarakat, dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan. 
b. Fungsi Kecamatan 
1. Pelaksanaan perencanaan dan perumusan bahan kebijakan 
program kerja bidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban 
Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan 




2. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan, penganalisisan data 
dibidang Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum, 
Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial; 
3. Penyelenggaraan kegiatan perumusan, Ketenteraman dan 
Ketertiban Umum, Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan 
Kesejahteraan Sosial;  
4. Pelaksanaan Inventarisasi Aset Daerah atau Kekayaan Daerah 
lainnya yang ada di Wilayah Kecamatan serta pemeliharaan dan 
pengelolaan fasilitas umum dan fasilitas sosial;  
5. Pelaksanaan pertimbangan pengangkatan Kepala Kelurahan;  
6. Pelaksanaan peningkatan usaha-usaha pengembangan ekonomi 
Desa dan Kelurahan;  
7. Pelaksanaan ketatausahaan umum dan kepegawaian, perencanaan 
dan keuangan;  
8. Pelaksanaan pemberian rekomendasi/perijinan kewenangan di 
bidang Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum, 
Pembangunan, Pengembangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial 
sesuai dengan kewenangannya;  
9. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;  
10. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi/lembaga lainnya terkait 




11. Pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, pengendalian 
serta pelaporan kegiatan Pemerintahan Kecamatan;  
4. Pemerintahan Dan Politik 
a. Pemerintahan 
Kecamatan Bontosikuyu adalah Kecamatan yang dibentuk berdasarkan 
Undang - Undang Nomor 29 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959) Nomor 74, tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822. Secara administratif dibagi 
menjadi 12 (dua belas) Desa yang terdiri dari Desa daratan (Desa Patilereng, Desa 
Patikarya, Desa Harapan, Desa Laiyolo Baru, Desa Laiyolo, Desa Binanga Sombaiya, 
Desa Lantibongan, Desa Lowa dan Desa Appatanah) dan Desa Kepulauan (Desa 
Bahuluang, Desa Tambolongan dan Desa Polassi). 
b. Politik 
Partisipasi masyarakat Kecamatan Bontosikuyu dapat dikatakan cukup 
tinggi hal ini dapat dilihat dari tingginya persentase wajib pilih yang menggunakan 
hak pilihnya pada saat Pilkada  Tahun 2015   yaitu berkisar lebih 80%. 
Tabel I.XII 
Jumlah Partai Peserta Pemilu Tahun 2015 













Jumlah Partai yang menjadi peserta pemilu tahun 2015 di kecamatan 





Jumlah Anggota DPRD Perwakilan Wilayah 
Kecamatan Bontosikuyu Tahun 2014 - 2019 















































 Jumlah 9 1 10 
    Sumber : Dok Kecamatan Bontosikuyu  
Jumlah wajib pilih di kecamatan Bontosikuyu pada pemilihan kepala daerah 
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A. Jenis penelitian 
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yaitu prosedur 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Adapun data deskriptif  yang dimaksud 




B. Lokasi penelitian  
Adapun lokasi  objek penelitian  ini dilakukan di Kabupaten Kepulauan 
Selayar di Dapil 2 (Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu, Kecamatan 
Bontosikuyu). Penulis melakukan penelitian di tempat tersebut karena sangat 
minimnya keterpilihan perempuan di DPRD Kab. Kep. Selayar pada pemilihan 
legislatif  2014.  
C. Sumber Data 
a) Data primer 
Data yang diperoleh dari informan, dan panel, atau juga data hasil 
wawancara peneliti dengan narasumber. Data primer nantinya digunakan oleh  
penulis yang didapat dari hasil wawancara dengan informan yang menjadi subyek 
dalam penelitian ini.  
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b) Data Sekunder  
Data yang diperoleh dari, catatan-catatan, laporan-laporan, artikel, buku-
buku sebagai teori, majalah dan lain sebagainya.
24
 
D. Teknik Pegumpulan Data 
a) Tehnik Library Research. 
Library Research, yaitu melakukan penelitian di perpustakaan dan 
mengkaji buku dan literatur ilmiah yng berhubungan dengan masalah yang di teliti. 
Adapun teknik penulisan yang digunakan yaitu: 
a. Kutipan langsung: mengutip bahan referensi kepustakaan 
tanpa merubah redaksi sedikitpun. 
b. Kutipan tidak langsung : mengutip bahan referensi melalui 
perantara. 
b) Dokumentasi 
Dalam hal ini penulis  mengumpulan data melalui tulisan berupa arsip-
arsip, buku-buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain-lain sebagai bukti yang 
menunjukkan peristiwa atau kegiatan yang berhubungan dengan penelitian ini. 
Teknik ini digunakan untuk memperoleh data tentang seberapa besar 
terpilihnya calon legislatif perempuan dalam pemilihan legislatif. Hasil dokumentasi 
ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang melengkapi atau mendukung 
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data primer hasil wawancara dan pengamatan tentang terpilihnya perempuan dalam 
parlemen di dapil 2 Kabupaten kepulauan Selayar. 
c) Wawancara 
Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan  menggunakan pedoman 
wawancara yang sebelumnya telah dirancang dalam instrumen penelitian. Dengan 
wawancara ini, peneliti dapat menghasilkan data sebanyak-banyaknya yang ingin 
diungkapkan dengan maksud untuk menggali, memperoleh informasi yang lengkap 
dan efektif sesuai dengan keadaan sebenarnya tentang perempuan dalam parlemen.
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Adapun daftar informan dibawah ini :  
 Anggota DPRD perempuan 2 
 Caleg perempuan 6 
 Caleg laki-laki 3 
 Ketua partai 2 
 Masyarakat 6 
E. Metode Analisis Data 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat 
dekriptif. Analisis deskriptif itu sendiri yaitu analisis yang tidak berdasarkan 
perhitungan angka melainkan dalam bentuk pernyataan-pernyataan  yang digunakan 
secara deskriptif. 
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Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis data 
kualitatif, dengan tahapan sebagai berikut : 
a. Reduksi data 
Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 
penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang  muncul dari data-data 
di lapangan.Reduksi data merupakan bagian dari proses analisis yaitu suatu analisis 
untuk mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang hal yang tidak 
penting, serta mengatur data sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhir ditarik. 
Proses analisis data dilakukan secara sistematik dan serempak. Mulai dari 
proses pengumpulan data, mereduksi, mengklasifikasi, mendskripsikan dan penyajian 




b. Penyajian Data 
Penyajian yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah bentuk teks 
naratif. Dalam penyajian data berbentuk sekumpulan informasi yang tersusun dalam 
life history sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penyajian data dilaksanakan agar 
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Kehadiran sosok perempuan dalam panggung kontestasi politik Indonesia, 
baik pada pemilihan umum (pemilu) nasional maupun pemilihan umum kepala 
daerah (pemilukada) di daerah-daerah, kian tampak nyata. Kehadiran sosok 
perempuan itu tak bisa disangkal dan dipungkiri telah ikut meramaikan dan mewarnai 
dinamika politik. Kehadiran sejumlah sosok perempuan dalam kontestasi politik di 
daerah-daerah dapat dikatakan sebagai fenomena baru, seiring dengan arus 
demokratisasi yang kian menguat hingga ke daerah daerah. Boleh jadi fenomena ini 
merupakan kecenderungan yang akan terus menguat, sebagai buah dari terus 
menguatnya gerakan dan tuntutan, serta meluasnya kesadaran tentang kesetaraan 
gender. Perempuan berhak dan berpotensi memberikan kontribusi di arena politik.
27
 
Sejak reformasi taun 1998 lalu, ada keinginan kuat untuk mengangkat 
partisipasi rakyat dalam keidupan politik, termasuk penguatan peran politik kaum 
perempuan. Sebagai tindak lanjutnya, diciptakanla affirmative action untuk 
mendorong keterwakilan perempuan di lembaga-lembaga politik. Salah satu bentuk 
affirmative action itu adalah penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan di 
parlemen. Lalu dalam setiap UU pemilu kita cantumkan ketentuan untuk mencapai 
kuota itu. Diantaranya penerapan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam daftar 
calon anggota legislatif.  
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Saat ini, setelah 12 tahun setelah Reformasi, banyak kemajuan telah 
diraih perempuan Indonesia dalam hal akses dan kesempatan berpartisipasi aktif di 
arena politik. Melalui tiga kali pemilu pasca Reformasi (1999, 2004, 2009), ada 
peningkatan kuantitas representasi perempuan dilembaga perwakilan di tingkat 
nasional maupun local. Seiring dengan kenaikan jumlah, mulai terlihat beberapa 
produk legislasi di tingkat nasional maupun tingkat local yang berupaya merespons 
kepentingan perempuan, anak dan kelompok marjinal lainnya.  
Kebijakan penganggaran juga mulai sedikit bergeser dan mulai terlihat 
upaya untuk menerapkan gender responsive budget (penganggaran yang lebih adil 
gender) yang memberikan alokasi dan prioritas lebih pada kepentingan publik. 
Demikian pula pengawasan dari pelaksanaan program pemerintah yang saat ini pun 
lebih dinamis yang melibatkan tidak hanya pemangku kepentingan formal di legislasi 
tetapi juga meluas kepada partisipasi warga serta keterlibatan media yang sangat 
terbuka.  
Tentu saja peningkatan representasi politik perempuan ini bukannya tanpa 
masalah. Jika di analisis dari sisi kualitas, keterlibatan perempuan belum dapat 
menunjukkan mereka menjadi pemain penting dan aktor utama penentu kebijakan . 
perempuan tetap saja secara umum berada diluar pusaran dan di luar lingkaran 
terdalam pengambilan kebijakan utama. Dengan kata lain, perempuan di arena 
pengambilan kebijakan public belum sepenuhnya berhasil melakukan transformasi 
politik sehingga produk kebijakan yang dihasilkan belum terlalu berpihak pada 




belum membawa perubahan substansif pada keadilan sosial dan masalah nyata yang 
dihadapai masyarakat pada umumnya.
28
 Hal ini disebabkan karena masih kuatnya 
hambatan ideologis, terutama patriarki yang menghalangi langkah perempuan terjun 
ke dunia politik. 
29
  Karena masyarakat patriarkis berprasangka bahwa perempuan 
cenderung berkapasitas rendah, kurang kompeten, dan tidak bermutu. 
Masih rendahnya jumlah perempuan di panggung politik merupakan isu 
yang seringkali diperdebatkan. Mayoritas para aktivis politik, tokoh-tokoh perempuan 
dalam partai politik, kalangan akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) 
setuju akan perlunya peningkatan partisipasi politik perempuandi Indonesia.
30
 
Namun, affirmative action dalam pemilu legislatif tahun 2014 di 
Kabupaten Kepulauan Selayar masih memiliki kelemahan, keterpilihan perempuan 
masih kurang untuk duduk di parlemen. Berbeda pada pemilihan legislatif tahun 
2009, tingkat ketrpilihan perempuan bisa dikatakan memenuhi kuota. Seperti kita 
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1 Hasanuddin Chaer, BA Laki-laki Golkar (Ketua DPRD) 
2 Drs. H. Patta Rapanna Laki-laki PAN 
3 Hj. Asnaina Chaeruddin Perempuan PDIP 
4 Drs. Hj. Suryani Ramli Perempuan PBR 
5 Hj. Muliati Perempuan Gerindra 
6 Muhammad Husni, S.Ag. Laki-laki PAN 
7 Drs. H.M. Arifin Abdullah Laki-laki Golkar 
8 Muh. Anas Kasman Ali, SH Laki-laki PDIP 
9 Ady Ansar, S.Hut., MM Laki-laki Barnas 
10 St. Hamsiah, B.Sc. Perempuan PAN 
11 Muhammad Rum Laki-laki PDK 
12 Drs. Muhammad Askin Laki-laki Golkar 
13 Muh. Basli Ali Laki-laki PDIP 
14 Andi Mahmud, ST Laki-laki P Demokrat 
15 Mappatunru Laki-laki Golkar 
16 Hj. Asmawar Syamsu Perempuan PDIP 
17 Drs. Tanribangun Patta Laki-laki PBR 
18 H. Andi Idris Laki-laki PAN 




20 Mursalim Laki-laki Golkar 
21 Hj. Sitti Sofiah Perempuan PPP 
22 Sukran Laki-laki P Demokrat 
23 Drs. Abd. Gani, M.Pd.I Laki-laki PAN 
24 Daeng Situru Laki-laki Golkar 
25 Hj. Hafsah Kasman Ali Perempuan PDIP 
Sumber : KPUD Selayar 
Data diatas menunjukkan anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar 
tahun 2009-2014. Jumlah anggota DPRD laki-laki sebanyak 18 dan jumlah anggota 
DPRD perempuan berjumlah 7 orang.  






1 Ir. Arifin Dg Marola Laki-laki /  Golkar (Ketua DPRD) 
2 Mappatunru, S.Pd. Laki-laki Golkar 
3 Norma Syahrir Wahab Perempuan Golkar 
4 Syamsurrijal, S.Sos. Laki- laki Golkar 
5 Muhammad Ardi Laki- laki Golkar 
6 Abd. Rajab Krg Rapanna Laki- laki Golkar 
7 Mursalim Laki- laki Golkar 
8 Andi Mahmud, ST Laki- laki  P  Demokrat (Wakil Ketua) 




10 Syukri, SIP Laki- laki P  Demokrat 
11 Muh. Aris Ridwan, SE Laki-laki  P  Gerindra (Wakil Ketua) 
12 Awiluddin, SH Laki-laki P  Gerindra 
13 Muliati Saharuddin Perempuan P  Gerindra 
14 Arfianto, STP Laki-laki PKS 
15 Suwadi, SE Laki-laki PKS 
16 Hj. Eni Zainuddin Perempuan PKS 
17 Drs. Tanri Bangun Patta Laki-laki PAN 
18 Andi Idris, S.Sos. Laki-laki PAN 
19 Ady Ansar, S.Hut., MM Laki-laki P NasDem 
20 Dg. Mangitung, SH Laki-laki P NasDem 
21 Muhammad Sukri Laki-laki PKB 
22 Drs. Syamsul Bakhri Laki-laki PKB 
23 Hj. Sitti Sofiah, S.Ag. Perempuan PPP 
24 Yesril Laoh Laki-laki P Hanura 
25 Muh. Anas Kasman, SH Laki-laki PDIP 
Sumber : KUPD Selayar 
Data diatas menunjukkan jumlah anggota DPRD Kabupaten kepulauan 
Selayar tahun 2014-2019. Dengan jumlah anggota DPRD laki-laki sebanyak 22 dan 
jumlah anggota DPRD perempuan sebanyak 4 orang. 
Dari data diatas penulis bisa melihat rendahnya keterpilihan perempuan 




tahun 2009, keterpilihan perempuan tidak mengalami peningkatan. Hal in disebabkan 
oleh beberapa faktor. 
1. Faktor-faktor penyebab rendahnya keterpilihan perempuan pada pemilu legislatif 
tahun 2014 di dapil 2 : 
a. Faktor Ekonomi 
Faktor yang menjadi penghambat rendahnya keterpilihan perempuan yaitu 
mahalnya biaya politik. Akibatnya, kalaupun perempuan bisa mendapat tiket sebagai 
calon legislatif, tetapi mereka kesulitan untuk membiayai kampanye dan segala 
kebutuhan logistik pada saat pemilu. Hal yang sama dikemukakan oleh calon 
legislatif perempuan dari Partai Gerindra Hj. A Muliati bahwa,  
“Terjun kedalam dunia politik itu membutuhkan biaya yang sangat 
banyak, kita tidak berharap sama dana kampanye yang disediakan oleh 
partai saja, namun uang pribadi kita juga arus keluarkan berapapun 
nilainya. Selain kita siapkan untuk dana kampanye kita juga siapkan 
untuk money politik karena dengan money politik kita bisa mendapatkan 
suara yang banyak, jadi kalo masuk kedunia politik intinya banyak 
duit..”31 
Dalam pemilu 1999, money politik  tidak terjadi. Minimal jauh menurun 
dibanding pemilu sebelumnya. Ini terjadi karena beberapa alasan. Pertama, Golkar 
tidak lagi memiliki dukungan khusus darin Negara, khususnya birokrasi dan tentara. 
Kedua, kemarahan masyarakat terhadap golkar membuat serangan fajar justru akan 
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menjadi bumerang bagi partai golkar. Ketiga, pemilu 1999 mendapatkan pengawasan 
yang luas dan massif dari berbagai organisasi pemantau pemilu. 
32
 
Namun dimasa sekarang, kita seperti hidup di zaman Orde Baru yang 
mayoritas pemilih merupakan massa mengambang yang tidak memiliki afiliasi 
ideologis atau identifikasi emosional dengan partrai politik. Pemilih mengambang 
mudah dipengaruhi pilihan politiknya dengan uang. Seperti dikabupaten kepulauan 
Selayar, yang dikemukakan oleh salah satu caleg Partai Demokrat Sri Suhartini : 
“Kita ini diselayar susah menghilangkan yang namanya money politic 
karena masyarakat melihat uangta, bukan pribadita, masyarakat tidak 
melihat ini keluarga saya yang penting hanyalaha uang, uang, dan uang. 
Money politic sudah menjadi budaya saya rasa di selayar ini, tidak tau 
kalau di daerah lain seperti apa kalau pemilu. Jadi sepertinya kita masuk 
caleg harus butuh modal yang banyak, kalau modal setengah-setengah 
yang kita dapatkan setelah pemilu bukan suara yang banyak namun yang 
kita pikirkan bagaimana kita kembalikan uang yang kita pakai saat 
kampanye dan uang yang di bagikan kepada masyarakat…33 
b. Faktor Sosial  
1) Faktor yang kedua kurang aktifnya organisasi massa yang 
menjembatangi problem-problem mendasar perempuan, seperti 
pendidikan, pekerjaan, perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, 
dengan kebutuhan perjuangan politik perempuan.  
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Hal yang sama diungkapkan oleh caleg Partai PPP Nur Cahaya, 
“Saya sebagai perempuan merasa tidak memiliki tempat pengaduan, 
perempuan di kampung kita ini seolah-olah tidak ada kerjaan lain selain 
anak dan dapur, ya kecuali perempuan sipil kerja kantoran, kalo seperti 
saya yang hanya dirumah, kita butuh tempat bagaimana kita 
mengaspirasikan suara kita. Kita tidak usah berharap kepada laki-laki 
saja kalau  memang kita perempuan juga bisa..”34 
Hal yang sama diungkapkan pula oleh Siti Hamsiah kader PAN sekaligus 
caleg perempuan pada pileg 2014  
“Organisasi perempuan sebenarnya harus ada karena dengan adanya 
organisasi ini  komunikasi kita sesama perempuan itu bisa terjalin 
dengan bagus jadi pada saat tiba masanya pemilu kita sebagai 
perempuan mengetahun siapa yang layak untuk duduk diparlemen 
memperjuangkan hak-hak perempuan. Kemudian msayarakat kurang 
memilih perempuan pada saat pemilu karena tidak ada yang 
mensosialisasikan mengenai gender, justru yang kita sosialisasikan pada 
saat kampanye itu masalah visi misi kita masuk caleg atau janji-janji 
caleg, disini mungkin kita harus lebih banyak melakukan pelatihan-
pelatihan untuk membuat komunikasi kita dengan masyarakat itu 
bagus”35 
2) Faktor kedua penghambat rendahnya keterpilihan perempuan di 
parlemen karena kurangnya dukungan dari keluarga untuk terjuan ke 
dalam dunia poilitik, seperti yang dikemukakan oleh Hj. Norma 
Syahrir kader Partai Golkar dan yang berhasil lolos pada pemilu 
legislatif tahun 2014 
“Faktor yang menyebabkan rendahnya perempuan masuk ke parlemen 
itu  karena kurangnya dukungan dari keluarga, terutama yang sudah 
memiliki suami, apalagi suaminya kurang paham masalah gender, suami 
yang beranggapan bahwa perempuan itu tidak cocok untuk terjun ke 
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dunia politik karena perempuan itu bagiannya hanya di dapur dan ibu 
rumah tangga.”36 
c. Faktor Politik 
1) Yang menjadi faktor utama rendahnya perempuan di parlemen adalah 
karena kepengurusan parpol masih sepi dari kader-kader perempuan. 
Hal ini disebabkan karena kurang minatnya perempuan itu sendiri 
untuk masuk ke dunia politik. Sampai sekarang ini parpol juga masih 
minim memberikan ruang bagi kaum perempuan. Parpol ini masih 
dihinggapi anggapan patriarki yang meremehkan kapasitas 
perempuan untuk terjuan ke dunia politik karena dunia politik itu 
masih diasosiasikan sebagai dunia laki-laki. Hal ini merupakan salah 
satu hambatan terbesar untuk memenuhi kuota 30% keterwakilan 
perempuan di parlemen. Seperti yang  diungkapkan oleh Hasmiati 
yang masih pemula masuk ke dunia politik  
“Di dalam dunia politik itu hanya dikatakan untuk laki-laki saja karena 
laki-laki yang memimpin perempua, laki-laki kepala rumah tangga, 
dimana-mana posisi laki-laki selalu tinggi kedudukannya. Terus dalam 
partai politiknya itu kurang kader perempuannya, nanti mau pemilihan 
baru ketua partainya datang kerumah untuk menyuruh kita mencalonkan 
dipartainya sebagai pemenuhan kuota 30% itu”37 
 Pemahaman tentang gender dan kebijakan affirmatif tidak dipahami oleh 
pimpinan tertinggi partai politik sehingga mereka tidak bersungguh-sungguh untuk 
menerapkan kebijakan itu dipartainya. Kebijakan affirmatif hanya digunakan sebagai 
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syarat asesoris yang tampak indah untuk member kesan partai itu berwajah 
demokratis dan modern. Kebijakan affirmatif telah dibajak oleh elit penguasa partai 
politik yang ingin melanggengkan ideologi patriarki dengan menggunakan, 
memanipulasi dan mengeksploitasi perempuan sebagai alat untuk memperoleh 
kemenangan dalam kompetisi politik.  Hal yang sama diungkapkan oleh Hasan 
masyarakat di Kecamatan Bontosikuyu Desa Lantibongang  
“Laki-laki dan perempuan sama saja kalau sudah terjun kedalam dunia 
politik, saling memanfaatkan.laki-laki merekrut perempuan ke dalam 
partainya untuk pemenuhan kuota 30% tersebut dan perempuan masuk ke 
dalam dunia politik karena kalau duduk di DPR sudah pasti banyak 
uangnya. Jadi laki-laki dan perempuan menurut saya sama saja kita tidak 
perlu membedakannya”38    
 Makna  mencalonkan perempuan hanyalah dilihat perempuan sebagai 
kategori seksual jenis kelamin yang berbeda dengan laki-laki, dan sama sekali tidak 
berbiacara tentang perempuan sebagai identitas gender.  Padahal yang diinginkan 
oleh gerakan perempuan adalah kebijakan affirmatif untuk perempuan sebagai 
identitas gender. 
39
 Seperti yang diungkapkan oleh Nur Cahaya 
“Kita ini masuk caleg seolah-olah hanya untuk memenuhi kuota 30% 
karena nanti mau pemilihan baru kita ini perempuan-perempuan 
bergegas untuk sosialisasi, ikut kampanye, bahkan ada kader partai yang 
kwalahan mencari caleg perempuan untuk memenuhi kuota dipartainya, 
kan masyarakat berfikir kita datang pas kita butuh. Masyarakat mengenal 
kita itu sebagai perempuan biasa saja Karena kita tidak pernah dilihat 
melakukan yang membuat mereka terkesan..”40 
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Secara normatif dan empiris perlu terus dikaji, seberapa jauh upaya 
perekayasaan institusi-institusi politik demokratis – seperti pencantuman kuota 
perempuan dalam undang-undang pemilu dan undang-undang kepartaian – telah 
berhasil membuka akses politik bagi perempuan.  
Seberapa jauhkah telah mengubah suasana dan proses politik ke arah 
makin ramah terhadap permasalahan, peran, dan kontribusi perempuan. Perlu lebih 
dicermati, apakah kebijakan formal telah mulai meluruhkan kendala-kendala 
struktural dan kultural bagi peningkatan peran perempuan dalam politik. Sebaliknya, 
apakah perempuan sendiri telah makin banyak yang tergugah, termotivasi, terpanggil, 
berambisi, dan berhasil meningkatkan keterampilan politik dan jejaring politik, serta 
membangun dan memobilisasi basis dukungan politik, sehingga merasa telah makin 
siap berkompetisi dengan politisi laki-laki.
41
 
Gerakan perempuan pada awal reformasi ini memperjuangkan agar 
tercipta kesetaraan untuk perempuan di segala bidang, sembari mengawal berbagai 
kasus pelanggaran hak asasi manusia yang bernuansa gender. Selanjutnya selain 
memperjuangkan kesetaraan melalui advokasi dan pendampingan, gerakan 
perempuan juga mengusahakan agar tersedia tempat bagi mereka di ruang politik. 
Alasannya perempuan harus memiliki posisi pengambilan keputusan 
secara publik jika ingin mengubah nasibnya secara sistematis. Ini dijalankan dengan 
mendorong partai peserta pemilu untuk lebih memperhatikan kepentingan perempuan 
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dan dengan cara melobi berbagai kebijakan pemerintah supaya memberi ruang bagi 
perempuan di ranah politik.
42
 
Seperti halnya yang diungkapkan oleh Bakhtiar Ketua Partai Demokrat di 
Kecamatan Bontosikuyu 
“Kurangnya perempuan di parlemen itu karena perempuan itu sendiri 
kurang percaya diri, kader perempuan yang aktif di partai saja hanya satu 
orang, jadi pada saat pencalonan kita ini di partai kesulitan untuk 
memenuhi kuota 30% itu,  meskipun 30% itu terpenuhi tetapi tujuannnya 
hanya untuk memenuhi kuota tidak untuk memenangkan pemilu.
43
 
Seperti pula yang diungkapkan oleh Ketua Partai Golkar Kecamatan 
Bontosikuyu Edy Amin 
“Yang menjadi penyebab rendahnya keterpilihan perempuan karena dari 
para perempuan yang terpilih itu, hanya bermodalkan jaringan dan 
finansial yang kuat, memang iya memiliki pendidikan yang layak namun 
pendidikan tentang poltiknya masih sangat minim sehingga masyarakat 
dengan mudahnya pada saat pemilu berikutnya lebih memilih laki-laki 
karena masyarakat sudah melihat bagaimana anggota DPRD perempuan 
yang terpilih, serepti tahun 2009 banyak perempuan terpilih tetapi pemilu 
2014 sudah menurun”   
 
2) Yang kedua dengan adanya kelompok elit politik yang bergabung di 
dalam pemilu legislatif 2014. Seperti yang kita ketahui bahwa elit 
politik ini dapat berpengaruh besar pada saat pemilihan. Seperti yang 
dikemukakan oleh informan Ruddin masyarakat Desa lantibongang 
Kecamatan Bontosikuyu  
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“Saya memang ikut berpartisipasi kalau ada pemilu tetapi saya lebih 
memilih calon yang memiliki jaringan yang luas yang nanti jika terpilih 
dengan mudah memberikan masyarakat apa yang masyarakat butuhkan”44 
Keberadaan elit politik ini menjadi daya tarik kepada masyarakat dalam 
menentukan pilihannya, seperti yang dikemukakan oleh Hj. A Muliati 
“Masyarakat sebagai pemilih disini mereka melihat siapa calonnya, siapa 
yang ada dibelakang calonnya, karena pejabat  disini juga memanfaatkan 
pemilu ini sebagai momen bagaimana dia memenangkan calonnya dalam 
pemilu, apalagi kita disini bersaing dengan istri bupati yang menggunakan 
kekuasaan suaminya dengan cara mengintimidasi masyarakat..”45 
Pernyatan diatas merupakan bukti bahwa begitu besar pengaruh elit politik 
kepada calon legislatif meskipun berada pada jalan yang salah sebagai pemerintah 
daerah.  
Penyebab rendahnya keterpilihan perempuan pada pemilihan legislatif 
seperti yang telah diuraiakan bisa diatasi dengan beberapa hal yang penulis dapatkan 
dari hasil wawancara dengan beberapa informan. 
2. Upaya-upaya politisi perempuan dalam meningkatkan keterpilihan perempuan 
dalam pemilu berikutnya, yaitu : 
a. Salah satu upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan adalah 
dengan adanya peraturan perundang-undangan yang dapat memberikan 
jaminan terhadap proses politik yang memastikan peningkatan 
keterwakilan perempuan pada tingkat yang diharapkan. Undang-undang 
Partai Politi dan Pemilu adala salah satu indikator yang sangat penting 
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untuk menjamin peningkatan keterwakilan perempuan yang duduk di 
parlemen.  
Undang-undang Partai Politik dan Pemilu menjadi ukuran untuk melihat 
bagaimana respon Negara terhadap indikator kesetaraan gender. Undang-undang 
Pemilu dapat memberikan jaminan bagi perempuan untuk dapat mengikuti proses 
pencalonan sampai terpilihnya dalam pemilu. Hal yang sama dikemukakan oleh Hj. 
Norma Syahrir  
“Sebenarnya perempuan sudah menyadari bahwa perempuan tidak ada 
bedanya sama laki-laki, perempuan juga bisa masuk ke dalam dunia 
politik, maka dari itu parpol harus membuka ruang terhadap kaum 
perempuan karena selama sistem pemilu masih menggunakan parpol maka 
mau tidak mau perempuan harus masuk ke partai terlebih dahulu. Kalau 
dalam parpol saja kurang kader perempuannya bagaimana masyarakat 
bisa menilai perempuan lebih dari yang mereka tau bahwa perempuan 
hanya bergelut dirumah saja.”46 
 Dengan upaya parpol yang bisa merekrut dan mengkader perempuan 
dengan serius dapat mengurangi keluahan kurangnya perempuan dalam parpol yang 
berkualitas yang akan menjadi calon legislatif tidak dijadikan alasan sulitnya untuk 
memenuhi kuota 30%. Seperti yang dikemukakan Nur Hayati  
“Upaya yang harus dilakukan juga selain dengan adanya undang-undang 
parpol dan undang-undang pemilu, kita pengurus partai baik laki-laki 
maupun perempuan harus berjuang mengajak perempuan-perempuan 
untuk masuk ke dunia politik dengan tujuan dapat mengurangi anggapan 
masyarakat tentang perempuan yang lingkupnya hanya di rumah saja, 
padahal sudah ada undang-undang yang mengatur 
47
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b. Pada pemilihan umum berikutnya, perempuan harus memiliki visi misi 
khusus dalam konteks mengawal peningkatan keterwakilan perempuan. 
Strategi utama dalam memperluas aliansi dengan kelompok lain, 
menodorong isu kesetaraan gender dan menunjukkan kinerja bahwa 
perempuan bisa lebih baik dari laki-laki jika dipercayai menjadi wakil 
rakyat. Hal yang sama diungkapkan oleh Hj. Andi Pati guru SDI 
Tombangangia di Kecamatan Bontosikuyu 
“Pada pemilu berikutnya caleg-caleg perempuan ini nantinya harus 
memiliki strategi yang lebih di banding laki-laki, caleg-caleg perempuan 
ini harus lebih banyak mendekatkan diri kepada masyarkat 
memperlihatkan potensi dan kapasitas yang ia miliki sebagai calon wakil 
rakyat agar masyarakat dapat mempercayainya untuk mewakili 
masyarakat di parlemen, seperti caleg-caleg perempuan ini bersosialisasi 
tentang adanya gender, yang tidak selamanya perempuan itu nomor dua 
dibandingkan laki-laki”48 
 Isu-isu kesetaraan gender, hal ini dilakukan karena untuk mendorong 
pengaturan gender tidak hanya berpindah ide dan gagasan tetapi juga dibutuhkan 
aliansi guna proses percepatan dan pematangan lahirnya perda-perda sensitif gender.  
 Meningkatnya keterwakilan perempuan, maka ekspektasi masyarakatpun 
kian tinggi. Harapan agar dibwah kepemimpinan perempuan kualitas hidup 
masyarakat menjadi lebih baik, tak bisa dihindarkan. Pada akhirnya disadari bahwa 
penting secara paralel mendorong adanya suasana kondusif dagi kaderisasi 
perempuan, diamna partai politk memiliki tanggung jawab yang besar untuk 
mewujudkannya.  
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 Keterwakilan perempuan di parlemen bagi perempuan bukan hanya ajang 
untuk merebut kekuasaan, namun bagaimana kekuasaan ini dimaknai sebagai 
perjuangan untuk memberikan posisi tawar kepada masyarakat marjinal.
49
  
 Dalam rasionalitas politik, sekali orang benar-benar mencari dan memegang 
kekuasaan negara, maka preferensi dan semangat idiologi akan memotivasi agenda 
kebijakan mereka. Fenomena motivasi idiologis ini nampak pada pilihan-pilihan visi-
misi kandidat, isu yang diangkat dalam pemilukada. Ada empat pola motivasi 
idiologis dari para perempuan kandidat.  
Pola pertama, para perempuan kandidat yang memang sejak awal 
merupakan aktivis politik atau memiliki kesadaran akan “keperempuanannya‟, 
mereka secara sadar mengangkat isu ketidakadilan gender secara sosial, budaya dan 
politik. Mereka secara tegas menyatakan keberpihakannya pada persoalan isu 
ketidakadilan gender dalam visi, misi dan programnya.  
Pola ke dua, perempuan kandidat yang dikelilingi dan diproteksi oleh 
politisi laki-laki pada akhirnya menjadi tidak sensitif gender dalam visi, misi dan 
programnya dan turut berperilaku maskulin. Kalaupun ada, sering isu gender 
tersebut sekedar disisipkan melalui program pendidikan, kesehatan, kemiskinan dan 
pemberdayaan yang Nampak begitu netral gender. Pada pola yang ke dua ini 
perempuan kandidat sering jatuh ke dalam ambivalensi karena begitu perempuan 
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mengangkat isu perempuan berarti kandidat siap menjadi tidak populer di kalangan 
pemilih. Tidak semua pemilih mampu memahami dan menerima ide kesetaraan 
gender. Penyisipan isu gender tersebut akhirnya melahirkan program yang 
dikemukakan perempuan kandidat Nampak netral gender dan tidak mengangkat isu 
perempuan secara tegas dalam perumusan visi misi karena kandidat harus berhadapan 
dengan pemilih yang masih sangat maskulin.  
Pola ke tiga, perempuan kandidat sadar akan keperempuannya dan 
memiliki motivasi idiologi, namun demi pertimbangan strategis, tetap memanfaatkan 
symbol laki-laki untuk meraih kekuasaan. Pada pola ke tiga ini ada kesadaran bahwa 
untuk melawan idiologi patriarki yang dominan bisa dilakukan dengan cara 
perlawanan dari dalam. Upaya merubah bangunan sosial politik yang patriarkis tidak 
selalu dilakukan dengan jalan vis a vis, tetapi bisa dengan mengubah bangunan 
tersebut dari dalam. Bernegosiasi dengan budaya patriarki untuk mengubah bangunan 
patriarki itu sendiri dengan cara memanfaatkan “keperempuanannya” adalah sah-sah 
saja, misalnya dengan menggunakan simbol-simbol laki-laki untuk memenangkan 
kontestasi politik demi agenda yang lebih besar. 
Pola ke empat, perempuan kandidat yang hidup dan bekerja dalam dunia 
yang tidak menjadikan jenis kelamin sebagai determinan yang menentukan 
keberhasilan seseorang. Kandidat perempuan yang dalam pengalamanya hanya 
sedikit atau tidak mengalami perlakuan bias gender umumnya mengedepankan sikap 




menjadi kandidat, perempuan sama sekali dirinya tidak menyadari bahwa 
ketidaksetaraan gender masih menjadi persoalan kultural, sosial, dan politik. 
Jadi ketidaksadaran akan ”keperempuanannya” mengurangi kemampuan 
responsif gendernya dalam proses kandidasi. Motivasi kesetaraan gender tak muncul 
sebagai diskursus utama dalam visi dan misi maupun retorika kampanye pada 
perempuan kandidat. Konsekuensinya meskipun dari aspek kuantitas, jumlah 
perempuan yang maju dalam pemilukada relatif cukup banyak, namun secara kualitas 
perempuan tidak sedang mencerminkan perlawanan terhadap tatanan patriarki. 
Fenomena ini bisa ditelusuri dari minimnya penyuaraan isu perempuan seperti isu 
trafficking, perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, sebuah kondisi 




c. Upaya lain yang di lakukan gerakan perempuan adalah mendesakkan dan 
mengadvokasi pembentukan gender vocal point yang berperan sebagai 
sarana pemajuan perempuan dan pengarus utamaan gender di berbagai 
institusi pengambilan kebijakan. Di arena politik, dikenal dengan adanya 
Kaukus Perempuan Parlemen RI (KPP RI) dan Kaukus Perempuan Parpol 
Indonesia (KPPI) yang dibentuk diberbagai wilayah dan temapt di 
Indonesia. Esensi pembentukan kaukus ini merupakan alat perjuangan 
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yang diharapkan bisa menjadi motor dan lokomotif pengarus utamaan 
gender di institusi partai politik dan parlemen.  
Upaya mengintegrasikan perempuan di arena politik bermakna banyak. 
Kita harus membicarakan perempuan yang tidak tunggal, konsep perempuan tentang 
politik yang mencakup publik, dengan gaya berpolitik perempuan yang 
seharusnyajuga berbeda dan mengedepankan nilai-nilai kebajikan yang lebih 
mendorong kerja sama, negosiasi dan lobi dalam hubungan yang lebih egaliter . 
Ide yang disuarakan pun juga beragam dan berbeda dengan politik 
konvensional yang dikenal selama ini. Gagasan tentang kesetaraan, keadilan, 
demokrasi partisipatif. Isu privat seperti kekerasan perlindungan anak, masalah 
ekonomi rumah tangga dan masih banyak lagi.  
Untuk tetap relevan dan terus bertahan, gerakan perempuan harus selalu 
mampu melampaui dan sesuai dengan kondisi terkini seperti kreatif memainkan 
ruang dan momentum politik yang ada.  Kita butuh kecerdikan untuk membaca 
situasi dan merancang perubaan strategi demi mencari ruang yang lebih besar. 
Sekarang sulit menentukan mana kawan mana lawan. Kita tetap mengedepankan cita-
cita bersama dan melakukan agenda setting sehingga seluruh asset bersama dapat 
diraihkan demi cita-cita bersama.  
Untuk mewujudkan mimpi baru, harus ada perbaikan subsatantif dari kerja 




yang dilakukan dengan kepedulian tinggi serta secara serius bekerja sama untuk 
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1. Faktor penyebab rendahnya keterpilihan perempuan dalam pemilihan 
legislatif pada tahun 2014 di Kabupaten Kepulauan Selayar Dapil 2 (Kec. 
Benteng, Kec. Bontoharu,Kec. Bontosikuyu) yaitu faktor ekonomi karena 
mahalnya biaya politik, faktor sosial karena kurang aktifnya organisasi-
organisasi atau LSM-LSM yang menjembatangi masalah-masalah perempuan 
terutama kurangnya pengetahuan tentang Gender, Kurangnya dukungan dari 
keluarga untuk terjun ke dunia politik, dan faktor politik karena Kurangnya 
kader-kader perempuan dalam parpol karena parpol minim memberikan ruang 
kepada perempuan untuk masuk ke politik, Karena adanya kelompok elit 
politik yang masuk caleg sehingga bisa mempengaruhi pilihan masyarakat.  
2. Upaya politisi perempuan dalam meningkatkan elektabilitas perempuan dalam 
pemilu berikutnya : Parpol memberikan ruang kepada perempuan untuk 
masuk sebagai kader parpol. Menghadirkan organisasi perempuan, 








B. IMPLIKASI PENELITIAN 
Melihat dari beberapa faktor penyebab rendahnya keterpilihan perempuan 
pada pemilu legislatif tahun 2014, maka penulis disini mencoba memberikan saran 
kepada calon legislatif kedepan supaya tidak menaruh janji melainkan member bukti 
dan lebih mementingkan hak-hak masyarakat dibanding urusan pribadi dan kepada 
masyarakat jadilah pemilih yang rasional yang tidak melihat latar belakang caleg 
namun melitahat kemampuan, kapasitas dan potensi yang dimiliki caleg dalam 
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